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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi 

pembayaran retribusi sampah melalui tagihan Perumda Air Minum dan Non-

Perumda Air Minum di Kota Padang (studi kasus Kecamatan Koto Tangah), 

maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi pembayaran retribusi sampah melalui integrasi dengan 

tagihan PDAM dan mekanisme Non-PDAM di Kota Padang pada dasarnya 

telah memiliki dasar hukum yang jelas, yakni berlandaskan pada Peraturan 

Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Bagi pelanggan PDAM, 

pemungutan retribusi dilakukan secara terintegrasi dalam satu tagihan 

bulanan air minum, sedangkan bagi masyarakat Non-PDAM dilakukan 

melalui penarikan langsung oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS). 

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pemungutan, kepatuhan 

masyarakat, serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pemungutan 

retribusi sampah masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek 

teknis, administratif, maupun sosial. Kendala tersebut antara lain rendahnya 

pemahaman masyarakat  
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terhadap perubahan mekanisme pembayaran, masih ditemukannya 

tunggakan pembayaran khususnya pada wajib retribusi Non-PDAM, adanya 

persepsi pembayaran ganda, serta keterbatasan pengawasan dan pendataan 

yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara ketentuan normatif (das sollen) dan realitas pelaksanaan 

di lapangan (das sein). 

3. Upaya-Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui 

Dinas Lingkungan Hidup bersama Perumda Air Minum dan Lembaga 

Pengelola Sampah meliputi peningkatan koordinasi antarinstansi, 

penerapan sistem pembayaran non-tunai bagi pelanggan Non-PDAM, 

pendataan ulang wajib retribusi, serta penyediaan sarana pengaduan 

masyarakat. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar 

pelaksanaan pemungutan retribusi sampah dapat berjalan lebih efektif, 

transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, 

disarankan untuk meningkatkan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan 

kepada masyarakat mengenai dasar hukum, mekanisme, serta manfaat 

pembayaran retribusi sampah melalui sistem PDAM dan Non-PDAM, agar 

tercipta pemahaman dan kepatuhan hukum masyarakat secara optimal. 
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2. Kepada Perumda Air Minum Kota Padang, disarankan agar meningkatkan 

transparansi informasi dalam tagihan PDAM, khususnya pemisahan rincian 

antara tarif air minum dan retribusi sampah, sehingga masyarakat dapat 

memahami dengan jelas kewajiban yang dibayarkan dan menghindari 

persepsi pembayaran ganda. 

3. Kepada Lembaga Pengelola Sampah (LPS), disarankan untuk memperkuat 

sistem pendataan, penagihan, dan pelaporan retribusi Non-PDAM secara 

terintegrasi dan berbasis digital guna meminimalisasi tunggakan, 

meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah potensi ketidaktertiban dalam 

pemungutan retribusi. 

4. Kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan 

partisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi sampah 

sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan 

lingkungan dan mendukung keberlangsungan pelayanan persampahan di 

Kota Padang. 
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